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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil 

guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap 

organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai 

tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. (Rosalina, 2012). 

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Sondang P. Siagian, 

dapat dilihat  efektifitas  adalah  pencapaian  sasaran  dengan  

pemanfaatan  beberapa faktor. Selanjutnya, H. Emerson dalam 

Soewarno Handayaningrat mengatakan bahwa efektivitas adalah: 

“effectiveness  is  a  measuring  in  term  of  attainting prescribed  goals  

or objectives”  (efektivitas  ialah  pengukuran  dalam  arti tercapainya   

sasaran   atau   tujuan   yang   telah  ditentukan   sebelumnya).   Bila 

sasaran   atau   tujuan   telah   tercapai   sesuai   dengan   yang   

direncanakan sebelumnya  maka dikatakan  efektif. Jadi  kalau  tujuan  

atau  sasaran  itu  tidak  selesai sesuai   dengan   waktu   yang   telah   

ditentukan,   pekerjaan   itu tidaklah efektif (Handayangingrat, 1994) 

Menurut Danumiharja (2014:50) mendefinisikan efektivitas 

sebagai berikut: 

“Efektifivitas ialah suatu ukuran yang mengungkapkan 
seberapa jauh (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah mampu 
dicapai. Jika digambarkan dalam bentuk persamaan maka 
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  efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang 
diharapkan.”  

 

Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan 

operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat 

pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektifitas adalah 

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang 

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat 

diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang 

direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, 

tenaga dan yang lainnya. 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan 

melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk 

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan 

terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, 

efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan 

(input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud 

sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta 

metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien 

apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, 

sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan 

benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. (Rosalina, 2012). 

Efektifitas merupakan suatau konsep yang sangat penting dalam 

teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai 

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran 

efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana. Berbagai 
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pendekatan dalam pengukuran efektifitas organisasi dapat dilihat dari 

pendapat Huseini & Lubis (1987:56) yaitu : 

1. Pendekatan sasaran (goal approach) 

Pengukuran sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai 

dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat 

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan 

demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi 

berhasil merealisasi sasaran yang hendak dicapainya. 

2. Pendekatan sumber (system resource approach) 

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan 

organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang 

dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam 

sumber yang dibutuhkannya dan juga untuk memelihara keandalan 

sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. 

3. Pendekatan proses ( internal process approach ) 

Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efesiensi 

dan kondisi kesehatan dari organisasi internal. Pendekatan ini tidak 

memperhatikan lingkungan organisasi dan memusatkan perhatian 

terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang 

dimiliki oleh organisasi yang menggambarkan tingkat efesiensi serta 

kesehatan organisasi. Pendekatan proses umumnya digunakan oleh 

penganut pendekatan non-klasik (human relations) dalam teori 

organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektifitas dengan 

sumber daya manusia yang dimilki oleh organisasi. 

Selain itu, efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Tujuan tersebut merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target 

telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun 

ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau suatu lembaga dapat 

dilihat dari beberapa kriteria berikut ini : (Steers, 1999) 

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, 

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, 

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagiannya maupun 

pentahapan dalam arti periodisasinya. 

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan 

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi 

lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

c. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu digunakan 

tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. 

B. Konsep Pelayanan Publik 

Setiap negara di manapun serta apapun bentuk pemerintahannya 

selalu membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan 

suatu keharusan bagi negara atau pemerintahan untuk melayani warga 

negaranya. Pelayanan publik tidak mudah dilakukan, karena aparatur 

birokrasi dalam memberikan pelayanan dituntut melakukan 

pekerjaannya dengan sepenuh hati. 

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang 

diterima oleh masyarakat / warga negara secara luas. Oleh karena itu, 
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pelayanan publik dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang 

dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan 

(Kepmenpan, 2003). 

 Prinsip pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai 

berikut: 

1) Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan;  

 a)   Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.      

 b) Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

c) Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran. 

3) Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. 

4) Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

5) Keamanan; proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan 

kepastian hukum. 

6) Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan pelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. 



15 
 

 
 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukunglainnya yang termasuk penyediaan 

sarana teknologi teleokomunikasi dan informatika. 

 8) Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi dan informatika. 

9) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; tempat dan lokasi serta 

sarana pelayanan disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan 

pelayanan ikhlas. 

10) Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 

ruang tunggu yang bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah, dan lain-lain. 

Salah satu kekurangan mendasar organisasi pemerintahan atau 

birokrasi pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik adalah ketidakmampuannya menciptakan suatu iklim organisasi 

pembelajar. Padahal dalam tuntutan masyarakat yang semakin dinamis 

organisasi sangat diharapkan memiliki karakter organisasi pembelajar. 

Menurut Sangkala (2007: 210), bahwa organisasi pembelajar 

akan memiliki kemampuan memperbaiki dan meningkatkan adaptabilitas 

serta kapasitasnya dalam memenuhi tuntutan lingkungan. Organisasi 

yang di dalamnya berisi orang-orang yang senang belajar dan 

senantiasa membantu organisasi melahirkan pengetahuan dan 

keterampilan baru. 

Kemampuan melakukan perbaikan dan meningkatkan 

adaptabilitas serta kapasitasnya dalam menjawab tuntutan lingkungan 
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merupakan suatu persoalan penting yang justru kurang mendapat 

perhatian selama ini. Secara teoritik tuntutan dan kepentingan individu 

sebagai bagian dari masyarakat yang juga merupakan bagian dari 

lingkungan memang sangat bervariasi, sehingga dalam batasan tertentu 

memiliki peluang melahirkan benturan kepentingan, khususnya dalam 

rangka pengambilan keputusan oleh para pejabat birokrasi. Akibatnya 

pengambilan keputusan yang merupakan bagian proses administrasi 

sering tidak memberi keadilan bagi masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Sementara penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, 

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang semata-mata 

dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. 

Dalam memahami konsep pelayanan publik, makna “publik” perlu 

dipahami, baik dalam perkembangan historis atau latar belakang 

munculnya dan aplikasinya di dalam manajemen publik. Dalam 

perkembangan ilmu administrasi publik, konsep “publik” bermakna luas 

daripada hanya “government” (pemerintah saja). Sebagai akibat 

meluasnya makna konsep publik tersebut, nilai-nilai keadilan, 

kewarganegaraan (citizenship), etika, patriotisme, dan responsiveness 
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menjadi kajian penting di samping nilai-nilai efisiensi dan efektivitas 

(Nurmandi, 2010:1). 

Dalam konteks birokrasi pelayanan publik di Indonesia, Dwiyanto 

(2011: 62) merumuskan suatu model yang mengkritisi birokrasi 

Weberian dimana pada awalnya dirancang untuk membuat birokrasi 

dapat menjalankan fungsinya dengan baik, namun pada akhirnya justru 

menimbulkan berbagai penyakit yang membuat birokrasi mengalami 

disfungsi. 

Struktur birokrasi memiliki berbagai masalah internal yang pada 

tingkat tertentu berpotensi menyebabkan birokrasi mengalami disfungsi 

(Caiden, 1991). Setiap aspek dan struktur birokrasi seperti hierarki, 

spesialisasi dan formalisasi, selain memiliki manfaat dan kontribusi 

terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi, juga memiliki potensi untuk 

menciptakan penyakit birokrasi. 

Manajemen sektor pelayanan publik adalah keseluruhan kegiatan 

pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah secara 

operasional dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan 

kewenangannya, baik pelayanan yang sifatnya langsung kepada 

masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan tertentu. 

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang 

menjadi hak setiap negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan 

kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 

pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan utilitas, 

dan pelayanan sosial (Rakhmat, 2009:52). 

Lebih lanjut Rakhmat (2009:55), menjelaskan bahwa pelayanan 

merupakan suatu konsep yang senantiasa dikaitkan dengan proses 
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pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dicirikan oleh adanya 

akuntabilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah. Tuntutan 

publik terhadap ualitas pelayanan aparatur pemerintah semakin tinggi 

mengingat keinginan dan kesabaran masyarakat dalam memenuhi 

harapannya akan pelayanan berkualitas semakin berkembang. Konsep 

pelayanan yang berkualitas lebih banyak mengacu pada upaya untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas lebih banyak mengacu pada 

upaya untuk memberikan pelayanan yang bermutu, berdaya guna dan 

berhasil guna. 

Terdapat dua pendekatan untuk memberikan pelayanan yang 

bermutu kepada pengguna jasa yaitu: 

1. Menurut Albert dan Zemke, pendekatan Service Triangle (segitiga 

layanan) merupakan suatu model interaktif manajemen layanan yang 

mencerminkan hubungan antara perusahaan dengan para pengguna 

jasa. Model tersebut terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu Service Strategy 

(strategi layanan), Service People (Sumber Daya Manusia yang 

memberikan layanan), dan Service System (Sistem Layanan) dengan 

pengguna jasa sebagai titik pusat (Rochaety et.al., 2011). 

2. Pendekatan kedua adalah Total Quality Service (TQS) atau layanan 

mutu terpadu, yaitu suatu keadaan di mana sebuah perusahaan atau 

instansi memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan bermutu 

kepada para pelanggan maupun pemilik perusahaan atau instansi dan 

pegawainya. TQS ini memiliki 5 elemen yang saling terkait satu sama 

lain. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Albrecht 

(Rochaety et.al., 2011).  
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C. Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) 

Istilah e-government seringkali kita dengar pada disuksi publik atau 

di media massa terlebih lagi di forum-forum akademik. Agaknya tidak ada 

yang belum pernah mendengar istilah itu. Meski demikian, familiaritas 

masyarakat terhadap istilah itu belum tentu selaras dengan pamahaman 

mereka terhadap konsep e-government (Irawan at.al., 2021).  

Gill-Gracia dan Luna-Reyes mendefinisikan e-Government dalam 

(Irawan at.al., 2021) sebagai: 

“…the selection, design, implementation, and use of 
information and communication technologies in government to 
provide public services, improve managerial effectivess, and 
promote democratic values and participation mechanism, as 
well as the development of a legal and regulatory framework 
that facilitates information intensives and fosters the 
knowledge society” (artinya: pemilihan, desain, implementasi, 
dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di 
pemerintahan untuk menyediakan layanan publik, 
meningkatkan efektivitas manajerial, dan mempromosikan 
nilai-nilai demokrasi dan mekanisme partisipasi, serta 
pengembangan kerangka hukum dan peraturan yang 
memfasilitasi secara intensif dan mendorong peningkatan 
pengetahuan masyarakat).  

Oleh the Organization for Economic Cooperation Development 

(OECD) dalam (Irawan at.al., 2021) dibuat definisi untuk e-Government 

adalah: 

“the use of information and communication technologies, and 
particularly the internet, as a tool to achieve better government” 
(artinya: penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 
khususnya internet, sebagai alat untuk mencapai 
pemerintahan yang lebih baik)”. 

Di sisi lain, terdapat akademisi yang tetap menggunakan istilah e-

government meskipun dalam beberapa kesempatan, istilah ini 

dipergunakan secara bergantian dengan istilah lainnya: “digital 

government”, yang secara umum merujuk pada proses seleksi, desain, 
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implementasi dan penggunaan ICT dalam urusan pemerintahan. Bahkan 

dalam perkembangannya, para akademisi mulai merumuskan istilah baru 

yang mencoba untuk mendeskripsikan sistem pengambilan keputusan 

dalam pemerintahan yang berbasis teknologi dan hubungannya dengan 

aktor sosial lain yang mereka sebut dengan “electronic governance” 

(Irawan at.al., 2021). 

Beragam pendekatan dari disiplin ilmu yang berbeda membuat 

studi mengenai e-government menjadi semakin kaya dan dinamis. 

Masing-masing disiplin ilmu memiliki titik tekan mereka sendiri serta fokus 

pada aspek-aspek tertentu. Bahkan tidak jarang beragam disiplin ilmu 

tersebut bertautan satu sama lain sehingga menghasilkan konsep-

konsep turunan dari studi e-government secara umum. Konsep-konsep 

tersebut antara lain misalnya, open government, penggunaan social 

media, web 2.0, smart cities, smart communities, digital divide, digital gap, 

digital literacy, cyber security, privacy, dan berbagai konsep lainnya yang 

terkait. Meski di satu sisi pertautan berbagai disiplin ilmu ini menambah 

kahzanah dan kekayaan studi e-Government (Irawan at.al., 2021). 

Saat ini, Indonesia telah memiliki regulasi e-Government berupa 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini yang menjadi pedoman dan 

penerapan e-Government yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-

RB). Kemenpan RB kemudian membuat rencana induk pengembangan 

SPBE yang akan menjadi acuan seluruh instansi secara nasional. 

Rencana induk pengembangan SPBE telah mengadopsi prinsip-prinsip 
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dalam Digital Government yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi 

dan kolaborasi dalam penyediaan layanan publik (Bappenas, 2018) 

Secara umum diketahui bahwa salah satu cara mengatasi 

masalah birokrasi melalui inovasi. Dengan demikian inovasi dilihat 

sebagai suatu kebutuhan karena dapat mengatasi patologi birokrasi, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi 

aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Inovasi juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat. Aparatur 

pemerintah dituntut mampu bekerja sesuai dengan perkembangan 

teknologi tersebut. Teknologi menjadi hal cukup penting sebagai 

instrument dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

Menurut Rachel Silcock e-Government  dalam (Hendriyaldi at.al, 

2022) adalah penggunaan teknologi dalam meningkatkan akses dan 

pengiriman layanan pemerintah yang bermanfaat bagi warga negara, 

mitra bisnis, dan karyawan. Dengan kata lain e-Government merupakan 

layanan berbasis teknologi atau elektronik atau digitalisasi layanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan peningkatan akses dan 

pengiriman layanan dengan mudah cepat dan tepat. Pembangunan 

inftrastruktur digital plus akselerasi transformasi digital di pemerintahan 

sangat dibutuhkan mengingat masih ada ketimpangan akses internet di 

Indonesia. 

D. Prinsip Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

 
Prinsip dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai 

dasar atau asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, 

bertindak, dan sebagainya). Sedangkan menurut Peraturan Walikota 
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Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Surabaya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya 

disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan 

layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE adalah instansi 

pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, 

masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan 

SPBE. 

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila 

memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan 

dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, 

ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari 

pelaksana tugas tersebut. Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan 

sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya 

telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan 

yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan. 

           Menurut Ravianto dalam (Masruri, 2014:11) efektivitas adalah: 

“Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang 
menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. 
Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai 
dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun 
mutunya, maka dapat dikatakan efektif”. 

 
Menurut Gibson et, al. dalam (Bungkaes et.al., 2013:46), 

efektivitas adalah: 

“penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, 
kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka 
terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka 
dinilai semakin efektif‟. 
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Salah satu isi kebijakan 

tersebut yang paling penting tercantum pada Pasal 2 ayat 1, yang 

berbunyi bahwa SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, 

keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, 

dan keamanan. 

Efektivitas pada dasarnya memberikan kepuasan dan keyakinan 

kepada masyakat tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan 

kepadanya. Selain itu, dalam mencapai tingkatan pelayanan yang efektif, 

tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia serta 

sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya akan digunakan 

untuk pegawai dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya serta 

tanggung jawab pegawai sehingga apa yang menjadi harapan 

masyarakat selaku penerima layanan dapat terpenuhi dengan baik. 

Sutadji (2010:22) menegaskan bahwa: 

 “Jika tujuan hanya menekankan pada segi kuantitas dan 
mengabaikan kualitas, maka perencanaan yang efektif akan 
terhambat”. 

 
Dalam suatu organisasi khususnya organisasi pemerintah, peran 

pimpinan merupakan suatu kunci bagi penerapan strategi dalam hal ini 

kemampuan dalam menghadapi masyarakat dalam proses penyampaian 

informasi, sehingga dari suatu tindakan yang diambil dapat terwujud. 

Dunn (2003:498) menjelaskan : 

“Efektivitas merupakan suatu kriteria untuk menseleksi 
berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasar 
pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan 
tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, atau nilai-
nilai rakyat”. 
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Peranan pimpinan dalam hal pencapaian efektivitas adalah 

menyusun strategi dan mengkomunikasikan hal-hal yang sekiranya perlu 

dilakukan serta langkah-langkah apa yang dapat diambil sehingga tujuan 

atau sasaran yang hendak dicapai dapat terlaksana. Atau dengan kata 

lain adalah bahwa seorang pimpinan merupakan tokoh pencari jalan 

dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik. 

Martoyo (2002:4), mendefinisikan bahwa : 

“Efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana 
dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau 
peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang 
dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat 
dicapai dengan hasil yang memuaskan”. 

 

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa efektivitas pada 

dasarnya ketepatan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana dalam 

proses pencapaian tujuan. Dengan pemanfaatan yang lebih efektif dan 

efisien diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih masksimal pula. 

 

Sedangkan Menurut Siagian (2001:24) : 

“Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana 
dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 
atas jasa kegiatan yang dijalankannya.Efektivitas 
menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya 
sasaran yang telah ditetapkan.Jika hasil kegiatan semakin 
mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya”. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, menggambarkan efektivitas 

pada dasarnya pemanfaatan secara keseluruhan sumber daya manusia 

dengan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi. Program dapat 

dikatakan berjalan dengan efektif jika hasil kerja semakin mendekati 

dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau tujuan 
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organisasi. 

Sementara itu Abdurahmat (2003 :92) menjelaskan : 

“Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana 
dan prasana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 
pekerjaan tepat pada waktunya”. 

 

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu 

pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien apabila 

pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Selain itu, perencanaan dalam hal pengaturan waktu, 

sarana, dan peralatan juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam 

menetukan efektif atau tidaknya suatu perencanaan dan kegiatan. 

Efektivitas suatu kegiatan juga tidak terlepas dari kualitas dan 

kuantitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

kegiatannya. Penentuan dan penunjukan tim dalam organisasi terkadang 

mengabaikan aspek kualitas dari aparatur. Kecenderungan yang ada 

aparat yang dilibatkan adalah aparatur yang memiliki kedekatan (patron) 

kepada pimpinan suatu organisasi tanpa memperhatikan kulitas dan 

pengalaman dari aparatur tersebut. Sehingga hal inilah yang terkadang 

menjadi penghambat tercapainya efektivitas dalam penyelesaian suatu 

pekerjaan dan perencanaannya. 

Dalam hal menilai efektivitas e-Government maka terdapat Teori 

DeLone dan McLean yang membahas mengenai dimensi-dimensi apa 

saja yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas dari sebuah 

sistem informasi yang digunakan didalam organisasi. Dimensi-dimensi 

yang diajukan oleh DeLone dan McLean dalam publikasinya tersebut 

terdiri atas 6 (enam) dimensi yang membentuk sebuah model hubungan. 
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Dimensi-dimensi tersebut adalah Information Quality (Kualitas 

Informasi); System Quality (Kualitas Sistem); Service Quality (Kualitas 

Pelayanan); Intention to Use (Maksud Penggunaan); User Satisfaction 

(Kepuasan Penguna); Net Benefits (Manfaat Bersih). (Putra, 2022). 

Model DeLone dan McLean tersebut merupakan perubahan dan 

modifikasi pada tahun 2003 atas model tahun 1992. Hal ini menunjukkan 

bahwa model dapat dimodifikasi sesuai kondisi dan kebutuhan penelitian. 

Kemudian pada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan Model 

DeLone dan McLean, juga melakukan modifikasi atas model tersebut, 

yang menyesuaikan dari kondisi dan kebutuhan penelitian mereka. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Almazan et.al. (2017) melakukan 

modifikasi pada variabel dependen dengan mengubah Model DeLone 

dan McLean Tahun 2003, dengan mengganti Net Benefits menjadi 

organizational result, yang mengadopsi model DeLone dan McLean 

Tahun 1992. 

Namun selain teori tersebut di atas, terkait e-Government di 

Indonesia telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Pasal 2 

ayat 1 Peraturan Presiden ini, telah diatur bahwa SPBE dilaksanakan 

dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, 

akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Efektivitas dalam prinsip 

pertama SPBE tersebut dari definisinya oleh penulis dapat diartikan 

sama halnya dengan yang disampaikan (Mingkid, 2017) yakni bermakna 

daya guna. Dengan kata lain untuk mendapatkan efektivitas secara 

menyeluruh dari SPBE tersebut dibutuhkan makna yang lebih luas 

sebagaimana disampaikan oleh Gibson et, al. (Bungkaes et.al., 2013:46) 
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yakni semakin dicapainya prestasi mereka terhadap prestasi yang 

diharapkan (standar). Pada SPBE seharusnya efektivitas secara 

menyeluruh mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang SPBE yaitu 

terpenuhinya seluruh prinsip SPBE dalam implementasinya. 

Dengan kata lain efektivitas diukur berdasarkan capaian prestasi 

7 indikator SPBE yakni; efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, 

efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. (Perpres, 2018). 

Adapun penjelasan terkait indikator efektivitas implementasi SPBE 

adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas 

Daya guna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden  

merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung 

SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Daya guna SPBE 

tentunya dapat terwujud apabila dapat mewujudkan dalam amanah 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 

95 Tahun 2018 tentang SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel . 

2. Keterpaduan  

Keterpaduan adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung 

SPBE. Setidaknya ada empat layanan administrasi pemerintahan, yaitu 

layanan perencanaan dan pengganggaran berbasis elektronik (e-

budgeting), layanan kepegawaian berbasis elektronik (e-kepegawaian), 

layanan tata naskah dinas (e-office), dan layanan pengaduan publik 

berbasis elektronik. 

Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas 

dan terpercaya. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan 
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keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan SPBE di dalam dan antar 

instansi pemerintah. 

Penerapan SPBE yang terpadu akan mentransformasi sistem 

pemerintahan, baik dari segi tata kelola pemerintahan, tata kelola 

aplikasi, dan infrastruktur, serta manajemen pelaksana. Hal tersebut 

yang mengedepankan prinsip berbagi sumber daya, kolaborasi, dan 

integrasi antar instansi pemerintah. Untuk percepatan implementasi 

SPBE yang terpadu, mengurangi inefisiensi anggaran dan meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh instansi 

pemerintah, dilakukan pembangunan atau pengembangan aplikasi 

umum berbagi pakai untuk bidang perencanaan, penganggaran, 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, 

pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan 

pelayanan publik. 

3. Kesinambungan 

Kesinambungan adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, 

bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Dengan 

penyusunan program yang baik maka dapat membantu pegawai dalam 

bekerja secara sistematis dan terstruktur sehingga kinerja organisasi 

dapat meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan strategis 

agar penyelenggaraan SPBE dapat berjalan dengan efektif. 

Perencanaan strategis merupakan kegiatan manajemen organisasi 

yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan 

sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis 

juga memastikan bahwa pegawai dan pimpinan bekerja menuju tujuan 

bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, 
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serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. 

Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama 

bertahun-tahun ke depan. Namun untuk divisi lain membutuhkan 

perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat 

didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber 

daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, 

mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan disposisi sumber daya. 

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi 

beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan 

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, 

serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. 

Menurut Ravianto dalam (Masruri, 2014) efektivitas adalah Seberapa 

baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan 

keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu 

pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam 

waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. 

4. Efisiensi  

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran keberhasilan 

sebuah kegiatan atau proyek yang dinilai berdasarkan besarnya biaya 

beserta sumber daya yang digunakan atau dikeluarkan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. Semakin sedikit sumber daya atau biaya yang 

digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan maka prosesnya dapat 

dikatakan semakin efisien. Maka, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien 

apabila ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih murah 

atau lebih cepat. 

Tujuan dari meminimalkan input adalah untuk menekan atau 
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memangkas besaran biaya yang akan dikeluarkan dalam proses-proses 

produksi. Untuk menghasilkan produk atau barang tentu diperlukan 

unsur-unsur pendukung, seperti modal, pekerja yang memproses, bahan 

baku (material), mesin. Semua hal tersebut akan ditekan seminimal 

mungkin untuk menghasilkan keuntungan maksimal. 

Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE 

yang tepat guna. Menurut Emerson dalam (Hasibuan, 2005:233), 

efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output (hasil 

antara keuntungan dengan sumber yang dipergunakan), seperti halnya 

juga hasil optimal yang di capai dengan penggunaan sumber daya yang 

terbatas. 

Menurut Mulyadi (2007:3), efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, 

kerja) untuk menjalankan sesuatu tanpa harus membuang waktu, tenaga 

dan biaya. Sedangkan menurut Ghiselli dan Brown (Syamsi, 2004:4), 

istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu 

menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dan 

masukan (input). 

Ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

suatu sistem agar dapat ditentukan seberapa tingkat efisien pada suatu 

sistem. Prinsip tersebut adalah: 

1) Dapat diukur Prinsip yang pertama dari efisiensi adalah dapat diukur dan 

dinyatakan pada satuan pengukuran tertentu. Hal ini digunakan sebagai 

acuan awal untuk mengidentifikasi berapa tingkat efisiensi suatu sistem. 

Standar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi 

adalah ukuran normal, adapun batas ukuran normal pengorbanan adalah 

pengorbanan maksimum dan batas ukuran normal untuk hasil adalah 
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hasil minimum. Efisiensi dapat dikatakan meningkat apabila setelah 

dilakukan perbaikan sistem ukuran pengorbanan menjadi lebih minimum 

dan hasil menjadi lebih maksimum. 

2) Rasional Prinsip efisiensi yang kedua adalah rasional atau logis, artinya 

segala pertimbangan harus berdasarkan dengan akal sehat bukan 

berdasarkan perasaan (emosional). Adanya prinsip rasional ini akan 

menjamin tingkat objektivitas pengukuran dan penilaian. 

3) Kualitas selalu diperhatikan Peningkatan efisiensi yang biasanya terjadi 

di sebuah perusahaan biasanya adalah peningkatan efisiensi dari segi 

pengorbanan dan kurang memperhatikan tingkat efisiensi dari segi hasil 

yang cenderung menurun. Prinsip hanya mengejar kuantitas dan 

mengesampingkan kualitas harus dihindari untuk menjaga agar kualitas 

produk yang dihasilkan sistem tetap terjamin meskipun dari segi proses 

efisiensi dapat ditingkatkan. 

 4) Mempertimbangkan prosedur Artinya pelaksanaan peningkatan efisiensi 

jangan sampai melanggar prosedur yang sudah ditentukan pimpinan. 

Karena prosedur yang ditetapkan pimpinan tentunya sudah 

memperhatikan berbagai segi yang luas cakupannya. 

5) Pelaksanaan efisiensi Tingkat efisiensi tidak dapat dibandingkan secara 

universal pada semua sistem yang ada di dalam instansi atau 

perusahaan yang sejenis. Hal ini dikarenakan setiap sistem dalam 

instansi atau perusahaan memiliki kemampuan yang tidak selalu sama. 

Kemampuan tersebut antara lain adalah kemampuan Sumber Daya 

Manusia (SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain. Oleh karena itu 

kemampuan tersebut juga dipertimbangkan dalam pengukuran tingkat 

efisiensi 
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6) Tingkatan efisiensi Pengukuran tingkatan efisiensi dapat dinyatakan 

dalam hitungan angka presentase. Selain itu tingkat efisiensi sistem juga 

dapat dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; tidak efisien, 

kurang efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (optimal) (Syamsi, 

2004:5- 6). 

5. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari 

SPBE. Setiap organisasi yang aktif pasti memiliki kegiatan untuk 

menunjukan eksistensinya. Ketika suatu kegiatan selesai dilakukan, 

anggota organisasi yang bertanggung jawab diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana penyelengaraan SPBE di 

LLDIKTI Wilayah IX tentu membutuhkan pertanggungjawaban 

penyelenggara sebagai salah satu wujud dari evaluasinya. 

Sebuah laporan pertanggungjawaban harus bersifat komprehensif. 

Maksudnya, isi dari laporan tersebut harus lengkap memuat segala 

informasi dan data yang dibutuhkan dan harus diketahui oleh pembaca. 

Laporan pertanggungjawaban bertujuan menjabarkan secara rinci 

proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari sebelum digelar, saat 

berlangsung, dan setelah kegiatan selesai. Laporan ini juga dapat 

menggambarkan masalah yang dihadapi oleh seluruh penyelenggara 

SPBE dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk 

kegiatan di masa mendatang. Selain sebagai bahan evaluasi, laporan 

pertanggungjawaban juga bertujuan untuk mengukur kemampuan tim 

pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja 

masing-masing pihak yang terlibat serta pada penyelenggaraan SPBE 

tersebut. 
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6. Interoperabilitas 

Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis 

dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, 

atau layanan SPBE. Interoperabilitas merupakan kapabilitas dari suatu 

produk atau sistem (yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya) 

untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, baik 

saat ini ataupun di masa mendatang, tanpa batasan akses atau 

implementasi. Interoperabilitas pada dasarnya akan menjamin bahwa 

sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan 

informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem. 

Fokus interoperabilitas adalah kapabilitas sebuah sistem TIK untuk 

dapat berinteraksi dengan sistem lainnya. Adanya konsep 

interoperabilitas akan memungkinkan sistem yang sedang 

dikembangkan untuk menggunakan data yang dimiliki oleh sistem yang 

sudah ada, baik data dari sistem yang dimiliki oleh instansi yang sama, 

maupun instansi yang berbeda. 

Interoperabilitas bukanlah berarti penentuan atau penyamaan 

penggunaan platform perangkat keras atau perangkat lunak semisal 

operating system tertentu. Bukan pula berarti penentuan atau 

penyeragaman database yang akan dipergunakan dalam penyimpanan 

data dan juga bukan berarti penentuan atau penyeragaman penggunaan 

bahasa pemrograman dalam pengembangan sistem informasi 

pemerintahan. Interoperabilitas harus dapat dicapai dalam keragaman 

penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak baik operating 

system, database dan bahasa pemrograman yang tersedia saat ini dan 

khususnya yang telah dipergunakan di berbagai instansi pemerintahan 



34 
 

 
 

baik pusat ataupun daerah. 

7. Keamanan 

Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, 

keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE. 

Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin 

keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko 

keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui 

serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan 

penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi 

kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi 

dalam SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 48 ayat 

1 dan 2). 

Informasi dikumpulkan, disimpan, diorganisasikan, dan 

disebarluaskan dalam berbagai bentuk baik dokumen berbasis kertas 

hingga berkas elektronik atau digital. Apapun bentuk maupun cara 

penyimpanannya, harus selalu ada upaya dan untuk melindungi 

keamanan informasi tersebut sebaik mungkin. 

 Manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar 

informasi yang beredar pada setiap organisasi khususnya di lingkup 

LLDIKTI Wilayah IX dapat dikelola dengan benar sehingga intstansi 

yangbersangkutan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi 

yang ada dengan benar pula dalam rangka memberikan layanan yang 

terbaik kepada masyarakat. Jaminan kemanan informasi dapat dicapai 

melalui aktivitas penerapan sejumlah kontrol yang sesuai. 

Pada dasarnya keamanan informasi melindungi informasi yang ada 

pada sistem informasi dari orang yang tidak memiliki hak akses atau hak 
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untuk melakukan modifikasi terhadap informasi tersebut baik dari sisi 

penyimpanan, waktu proses ataupun saat informasi transit di suatu 

tempat. 

Keamanan informasi merupakan suatu proses untuk mengamankan 

informasi dari yang tidak berhak, menggunakan, merusak, memodifikasi, 

mendistribusikan informasi tersebut. Proses berulang ini melibatkan 

latihan terus menerus, penilaian, proteksi, memonitor, mendeteksi, 

merespon insiden dan memperbaiki, dan juga melakukan dokumentasi 

dan ulasan. Proses ini membuat keamanan informasi menjadi bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari segala operasi bisnis di semua 

kalangan. 

E. Digitalisasi 

Pengertian digitalisasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) adalah merupakan proses pemberian atau pemakaian sistem 

digital. Adapun pengertian digitalisasi sendiri yaitu merupakan 

terminologi atau isteilah yang biasa digunakan untuk menerangkan suatu 

proses peralihan media, yaitu peralihan menggunakan media cetak, 

video, maupun audio menjadi media digital yang bertujuan untuk bisa 

mengarsipkan dokumen berupa transformasi digital. Digitalisasi juga 

sering diartikan sebagai sebuah proses mengalihkan media dari bentuk 

tercetak atau analog menjadi media digital (Ramadhoni, 2022). 

Namun digitalisasi layanan publik tidak hanya terbatas pada 

proses di atas. Namun untuk mendukung digitalisasi layanan publik, 

perlu dibangun ekosistem teknologi digital yang maksimal, mulai dari 

internet of things, komputerisasi berforma tinggi, big data analytics dan 
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kecerdasan buatan (artificial intelegence). Perkembangan ekosistem 

digital ini berpotensi untuk meringankan berbagai kendala layanan 

publik, seperti misalnya dalam bidang pendidikan. (Telkom, 2020). 

Sekarang ini hampir sebagian Instansi baik pemerintah maupun 

swasta telah memiliki website dan sistem informasi berbasis online 

sendiri. Instansi tersebut telah memanfaatkan website dan sistem 

informasi berbasis online sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik. 

Salah satu contohnya adalah Instansi LLDIKTI Wilayah IX, sebagai salah 

satu lembaga layanan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mendigitalisasi layanannya 

dalam bentuk website dan  sistem informasi berbasis online seperti 

aplikasi Sipinter LLDIKTI Wilayah IX. Terdapat lebih dari 60 (enam puluh) 

layanan telah terintegrasi menggunakan aplikasi Sipinter ini, salah 

satunya adalah layanan inpassing. 

F. Inpassing 

Inpassing jabatan Fungsional Dosen adalah penyetaraan pangkat 

untuk dosen bukan PNS yang telah memiliki Jabatan Akademik dengan 

Pangkat Dosen PNS. Dasar hukum dari pemberian inpassing ini diatur 

dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan 

Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS dan Kepmendikbud Nomor 

36/D/O/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka 

Kredit Jabatan Fungsional Dosen. 

Inpassing ini bukanlah sebuah ujian atau tes yang dilakukan 

seperti pada sertifikasi dosen, melainkan hanyalah proses pengajuan. 

Sehingga dosen non ASN yang telah memiliki jabatan fungsional dapat 



37 
 

 
 

mengajukan untuk memperoleh SK penetapan inpassing. Dalam 

pengajuan diwajibkan untuk telah memenuhi sejumlah persyaratan dan 

dapat dibuktikan dalam bentuk dokumen. 

Adapun secara umum yang dikategorikan sebagai dosen non 

ASN adalah dosen tetap yang diangkat oleh perguruan tinggi yang telah 

disesuaikan dengan Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang 

Pengangkatan Dosen Tetap. Meskipun demikian LLDIKTI tidak melayani 

usulan inpassing dari dosen yang berasal dari perguruan tinggi negeri 

dan hanya melayani dosen non ASN yang diangkat oleh perguruan tinggi 

swasta yang menjadi kewenangannya dan yang paling banyak adalah 

Dosen Tetap Yayasan. Dosen tetap yayasan yakni dosen tetap yang 

diangkat oleh oleh Perguruan Tinggi Swasta. 

                 G. Definisi Konsep 
 

1. Digitalisasi layanan adalah manajemen/pengelolaan layanan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan 

layanan yang efektif kepada penggunanya. 

2. Inpassing adalah layanan penyetaraan pangkat untuk dosen non PNS 

yang telah memiliki jabatan akademik dengan pangkat dosen PNS. 

Inpassing berfungsi sebagai alat untuk menentukan besarnya tunjangan 

profesi. Hal ini untuk memberi perlakuan antara dosen baik PNS maupun 

tidak. Inpassing dalam hal ini hanya untuk pangkat penyetaran golongan 

III/a sampai dengan III/c. 

3. Prinsip adalah acuan dasar atau pedoman dalam pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di LLDIKTI Wilayah IX. 

Aspeknya adalah: 
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a. Daya guna adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang 

mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. 

b. Keterpaduan adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung 

SPBE. 

c. Kesinambungan adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, 

bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. 

d. Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE 

yang tepat guna. 

e. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari 

SPBE. 

f. Interoperabilitas adalah kolaborasi antar proses bisnis dan antar 

sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau 

layanan SPBE.  

g. Keamanan adalah kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, 

dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE. 

H. Kerangka Pikir 

Gambar 2 Kerangka Model Penelitian  

 

  

 

 

 
                                                
 
 
  
  
 

Sumber: Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE




